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KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
- DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

1. Undané-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Menetapkan - :

_Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

" Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4587,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593).
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Gl R

9.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
Bupati adalah Bupati Pacitan;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat '

~ APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewengana =

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten; .

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh -
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam snstem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; '

' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa;

Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah adalah
lembaga yang merupakan perwujudan  demokrasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa - sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

Perangkat Desa adalah Pcmbantu Kepala Desa yang dalam pelaksanaan
tugas dan kewajlbannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa; '
Penghasilan tetap adalah jumlah peneriman dan penghasilan yang sah
dan dlberikan secara teratur setiap bulannya;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemeuntah Desa dan BPD, yang dltetapkan

' dengan Peraturan Desa

_ BABII
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2 _

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap

bulan danfatau dapat diberi tunjangan sesuai kemampuan keuangan
Desa;

(2) Penghasilan tetap dan/atau timjangan dimaksud pada ayat (1) dltetapkan

tiap tahun dalam Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa).

(3) Penghasilan tctap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Pacitan.



®

Pasal 3

Jems tunjangan yang dapat dlbenkan kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa antara lain:

a. Tunjangan perawatan kesehatan;
b. Tunjangan kecelakaan;

c. Tunjangan kematian;

d.

Tunjangan lainnya
| Pasal 4
(1) Tunjangan perawatan kesehatan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan

Perangkat Desa beserta anggota keluarganya yang digunakan untuk biaya
pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;

B (2) Tunjangan kecelakaan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan atau sewaktu
melaksanakan tugas yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan
tugas dan kewajibannya;

(3) Tunjungan kematian dapat diperuntukkan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam atau sewaktu :
melaksanakan tugas;

(4) Tunjangan kematian dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli waris

yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. _

Pasal 5
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengakhiri masa jabatannya diberikan
Tunjangan Puma Bhakti sesuai kemampuan keuangan Aanggaran

Pendapatanan dan Belanja Daeeah

Pasal 6

| Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat atas

permintaan sendiri dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang jasa
sesuai dengan kemampuan desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibethentikan sementara dari
jabatannya oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan penghasilan tetap
setiap bulan, yang besamya diatur dalam Peraturan Desa yang bersangkutan
“dan dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

| . Desa).

BAB Il
- KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12
Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. _



Pasal 9

E Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih g

lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Janggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan |
Peraturan Daecrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecrah
Kabupaten Pacitan. ' '

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal (§-/a - 2004

BUPATI PACITAN

ILSUJONO
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Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempataimya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H.SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Januari 2007

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA

SUGENG BASUKI, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 9.



Pasal 9

Hal-ha] yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini akan diatur leblh
lanjut dalam Peraturan Bupati.

~ Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacxtan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal {3-iR ~-2c0f

BUPATI PACITAN




